
PEHERIT{TAH KABUPATEH IIUKOIilUKO

PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN MUKOMUKO

NOnloR 2,1 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOTOR 8 TAHUN 2OA7 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEilIANFAATAN DAN

PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE TANAH PADA LAHAN
PERTANIAN / PERKEBUNAN

DENGAN RAHilAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MUKOMUKO,

: a. bahwa dalam rangka peaksanaan ketentuan Pasal

35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

2OO1 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air ke Tanah, maka perlu

pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan
pembuangan air limbah ke tanah pada lahan

perta nian/Perkebu nan ;

b. bahwa untuk pemberian izin pemanfaatan dan
pembuangan air limbah ke tanah pada lahan

pertanianT perkebunan, maka patut dikenakan biaya

ietribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah;

c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan f3sal 13

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor I
Tahun2oo7tentangRetribusi|zinPemanfaatanDan
Pembuangan Air Limbah Ke Tanah Pada Lahan

Pertanian / Perkebunan (Lembaran Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, Nomor 66) perlu

dilakukan PenYesuaian;

d. bahwa berkaitan dengan huruf c di atas, Peraturan

Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2OAT

tentang Retribusi lzin Pemanfaatan dan

Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan

Pertanian / Perkebunan (Lembaran Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2A07, Nomor 66) perlu

diubah;
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1M,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ZBa$;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik fndonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 30a6);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3257);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3690);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA3

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 4266\;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun zA04 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3438);
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
fndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2404 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 4844\;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
f ndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
f ndonesia Tahun 20A1 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a161 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2407 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737't;

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor I
Tahun 2OA7 tentang lzin Pemanfaatan dan
Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan
Pertanian/Perkebu nan (Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomuko tahun 2007 Nomor 66).
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Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Menetapkan

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 8 TAHUN 2OO7

TENTAITTG RETRIBUSI IZIN PEIilANFAATAI{ DAITI

PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE TANAH PADA
LAHAN PERTANIAN I PERKEBUNAN

e
Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2007

tentang Retribusi lzin Pemanfaatan Dan Pembuangan Air Limbah Ke Tanah Pada

Lahan pertanian / Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun

2OO7, Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 9 ayat 1 pada huruf a sampai dengan huruf e dan ayat 2

diubah sehingga Pasal9 berbunYi :

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume air limbah yang

dimanfaatkan dan di buang ke tanah ditetapkan sebagai berikut :

a. Setrap pemanfaatan air timbah dengan votume kurang dari 50 m3tbutan

dipungut retribusi sebesar : Rp' 250.000-- /bulan'
b. S;tiap pemanfaatan air limbah dengan volume kurang dari 50 - 100

m3lbulan dipungut retribusisebesar: Rp. 50O.000.- | bulan.
c. Setiap pemanfiatan air limbah dengan volume kurang dari 101 - 500

m3/bulan dipungut retribusi sebesar : Rp. 750.000.- / bulan.

d. Setiap pemantiatan air limbah dengan volume kurang dari 501 - 1000

m3/bulan dipungut retribusi Sebesar : Rp. 1.000.000.- / bulan.

e. Setiap pemanflatan air limbah dengan volume
dipungut retrjbusisebesar: Rp- 3.500-000'- / bulan'

(2) Massa retribusi pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada

lahan pertanian / perkebunan ditetapkan 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Fasal f 3 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi ;

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.



Pasal ll

(1) pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap Peraturan Pelaksana

yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor I
ianun ZOOT tentang Retribusi lzin Pemanfaatan Dan Pembuangan Air

Limbah Ke Tanah plAa Lahan Pertanian / Perkebunan (Lembaran Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun 20A7, Nomor 66) masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangal
plraturan baerah 

-ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

KabuPaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Padaianggat t6 Jtlli 2009

BUPATI MUKOilIUKO,

TT,D

ICHWAN YUNUS

Diundangkandi Mukomuko
Pada tanggal 2t JULI' 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

lr' MUH. SATRIA R4t?ll=lF.
Pembina Utma MuE;lr.ll P .t 9551 0051 984031 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2OO9 NOMOR : T27
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